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BUPATI TANATORAJA

PROVINSI SUI.AWESI SELrr*TAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

bahwa dalam rangka efrsiensi dan efektifitas administrasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman

tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana

Toraja;

bahwa Peraturan Bupati Tana Tora-ia Nomor 33 Tahun 2014

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tana Toraja sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Bupati Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33

Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja sudah tidak sesuai

lagr dengan perkembangan organisasi dan peraturan

perundang-undangan sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Tana Toraja tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Bupati Tana Toraja.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1822);

c
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20OO tentang perl.anjian
Internasional (rembara,' Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 1g5, Tambahan kmbaral Negara Republik
Indonesia Nomor 4012);

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O7l);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan perundang-undalgan (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011) Nomor g2, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20f5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 TaIur. 2Ol4
tentang Pemerinta-han Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tatrun 2015 Nomor 58, Tamgahal Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor I I Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tah:un 2OO7 tentang Lambang

Daerah (tcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4790);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

t7.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012

tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam

Negeri;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 42 Tahun 2016
tentang Tata naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri;

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24
Tahun 2016 tentang pedoman Teknis Surat Keterangan
Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Daerah Bupati Tana Tor4ia Nomor l0 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daeratr
(Lembaran Daerah Bupati Tana Toraja Tahun 2O16 Nomor 10,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja);

18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 76 Tahun 201g
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan pemerintah provin s1

Sulawesi Selatan;

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA.

BAII I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da-lam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tora-ia.

2' Pemerintah Daerarr adarah Bupati sebagai unsur penyerenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
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3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana

Tora-ia.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan

Unsur Pemerintahan yalg menjadi kewengan Daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD

adalah OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

7. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan

fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

8. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administratif dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin
oleh Sekretaris DPRD yang bertugas secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggungiawab kepada pimpinan DpRD

dan secara administratif bertanggungiawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

9. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Bupati membina
dan mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas pe

10. Dinas Daerah adalah Unsur pel

menjadi kewenangan Daerah y
mengawasi pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada
Daerah.

11. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah yang bertugas membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

12. unit Pelaksana Telaris Dinas adarah unsur peraksana teknis Dinas
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.

13. unit Pelaksana Teroris Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan
yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu.
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14. Kecamatan adalah penyelenggara Urusan Pemerintahal Umum

yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan
pemberdayaan masyarakat lembang dan kelurahan.

15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk
membantu atau melal<sanakan sebagian tugas Camat.

16. Staf Ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang bertugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis terhadap
Bupati sesuai keahliannya.

17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
pedanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

18. Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Tana Tora-ja.

19. Lambang Daerah Kabupaten adalah panji kebesaran dan simbol
kultural bag masyarakat Tana Toraja yang mencerminkan
kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

20. Ke{a Sama Daerah adalah kesepakatan artara Bupati dengan
Bupati lainnya, Bupati dengan Walikota, Bupati dengal pihak
ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan
kewajiban.

21. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang di Lingkungan pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

22. Tata Naskah Dinas adarah pengelolaan informasi terturis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan da-lam komunikasi kedinasan.

23. Format adalah susunzrn dan bentuk naskah yang menggambarkan
tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang negara,
lambang daerah, logo dan stempel dinas.

24. Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan
kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani naskah
dinas sesuai dengan tugas dan tanggungiawab kedinasan pada
jabatannya.
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25. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan

atau nama Perangkat Daerah yang di tempatkan di bagian tengah

atas kertas.

26.Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan

jabatan atau nama Perangkat Daerah yang ditempatkan di bagian

tengah atas sampul naskah.

27. Sampul Naskah Dinas adalah sampul/alat/pembungkus naskah

dinas yang mempunyai Kop Sampul Naskah Dinas.

28. Stempel Jabatan adalah alaf/cap yang digunakan untuk

mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh

pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

29. Papan Nama Perangkat Daerah adalah papan yang bertuliskan

nama dan alamat Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Tana Tor4ja dengan tujuan:

a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;

b. memperlancar tata komunikasi kedinasan dalam bentuk tulisan di
ngkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, antara pemerintah

Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
lainnya, antara Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan
Pemerintah Provinsi atau antara pemerintah Kabupaten Tana
Toraja dengan Instansi pusat; dan

c. untuk mewujudkan tertib dan jaminan kepastian terhadap kegiatan
pengelolaan naskah dinas di lingkungan pemerintah Daerah.

BAI} III

JENIS NASKAH DINAS

Pasal 3

Tata Naskah Dinas di
meliputi:

a. Naskah Dinas Arahan;

b. Naskah Dinas Korespondensi;

c. Naskah Dinas Khusus;

li

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
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d. Naskah Dinas La.innya;

e. Laporan; dan

f. Telaahan Staf.

Bagian Kesatu

Naskah Dinas Arahan

Pasal 4

Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a,
terdiri atas:

a. Naskah Dinas Pengaturan;

b. Naskah Dinas Penetapaa; dan

c. Naskah Dinas Penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas Pengaturan sebegaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
a, meliputi:

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati;

c. Peraturan Bersama Bupati;

d. Instruksi Bupati;

e. Surat Edaran; dan

f. Standar Operasional Prosedur (SOp).

Pasal 6
Naskah Dinas Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 h
f, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Naskah Dinas Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf
c terdiri atas:

a. Surat Tugas (ST);

b. Surat Perintah (Sp);

c. Surat Peq'alanan Dinas (SpD); dan
d. kmbar Disposisi.

Bagian Kedua

Naskah Dinas Korespondensi

Pasal 8

Naskah Dinas Korespondensi sebaga.imana dimaksud dalam pasal 3
huruf b, terdiri atas:

a. Naskah Dinas Korespondensi Intern;
b. Naskah Dinas Korespondensi Ekstern; dan
c. Surat Undangan.
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pasal 9
(l) Naskah Dinas Korespondensi Intem sebagaimana rtimaksud dalarnPasal 8 huruf a, terdiri atas:

a. Nota Dinas

b. Nota pengajuan Konsep Naskah Dinas; dan
c. Memorandum.

(2) Naskah Dinas Korespondensi Ekstem yaitu Surat Biasa.

e

f.

g

h

i.

Bagian Ketiga

Naskah Dinas Ktrusus
pasal lO

Naskah Dinas Ktrusus sebagaimana rtimaksud dalam pasal 3 huruf c,terdiri atas:

a. Surat perjanjian;

b. Surat Kuasa;

c. Berita Acara;

d. Surat Keterangan;

Surat Pengantar;

Pengumuman;

Berita Daerah;

Nota Kesepahanut (Memorunfutm of Understanding / MoW
Peq'anjian Kerjaeama

Bagian Keempa.t

Naskah Dinas lainnya

Pasal 1f
Naskatr Dinas Ktrusus sebagaimana rtirnaksud delarn pasal 3 huruf d,
terdiri atas:

a. Notulen;

b. Daftar Hadir;

c. Rekomendasi;

d. Surat Pernyataab Melaksanakan Tugas;

e. Surat Pangilan;
f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pel,atihan (STTPP);

g. Piagam;

h. SertiEkat; dan

i. Surat lzin.
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Bagran Kelima

laporan

Pasal 12

Naskah Dinas la.poran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e,

adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi

dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Keenam

Telaahan Staf

Pasal 13

Naskah Dinas Telaahan Staf sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

huruf f, adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain
berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran-saran secara
sistematis.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

(l) Ketentuan mengenai:

a. Jenis dan Format Naskah Dinas;

b. Penyusunan dan Penyelenggaraan Naskah Dinas;
c. Kewenangan Penandatanganan; dan
d. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

$gfagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Penggunaan format Perjalanan plnas selagnimana tercantum
dalam l,ampiran Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sejak
ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal terdapat naskah dinas yang ditentukan oleh peraturan

Perundang-undangan di tingkat pusat, dan tidak diatur dalam
Peraturan Bupati ini, maka dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2014 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana

Toraja;

b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2014 tentalg Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana

Tor4ia;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 16 Juli 2018

BUPATI TANA TOR.&.I4,

CODEMUS BI GKANAE

Diundangkan di Makale
padatanggal M Jutt 2or8

SEKRETARIS D KAE}UPATEN TANA TORAJA,

SEMUEL E BURA

BERITA DAERAH UPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 19


